PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN UNTUK
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
dan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Sampang Nomor 10
Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Jumlah Uang
Persediaan (UP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun

Anggaran 2015 dengan Peraturan Bupati Sampang;

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);



10.

11.
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. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan  Tanggungjawab  Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4400);

.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

244);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

Pembentukan Peraturan Daerah;

12.Peraturan Daerah.....
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Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor
29);

Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2009 Nomor 27);

Peraturan Bupati Sampang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sampang (Berita Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 30);

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sampang Tahun 2014 Nomor 10);

Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2014 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG

PERSEDIAAN UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Uang Persediaan (UP) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015

mengacu pada penetapan jumlah alokasi Uang Persediaan (UP) dengan rincian

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
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Pasal 2

Rincian Alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dasar untuk
penerbitan dan pengajuan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang
Persediaan (SPP-UP) yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk
memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(PPK-SKPD) dalam rangka pengisian Uang Persediaan Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 06 Januari 2015

BUPATI SAMPANG

H. A. FANNAN HASIB
Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 06 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor : 1



